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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Peranan BNN dalam menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana narkotika

yaitu :89

a. Preventif, adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, dengan cara
melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan Narkotika, penyuluhan
tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika. Preventif merupakan upaya yang
sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka
panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk
segera dilaksanakan.

b. Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan
hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik
yang meliputi pengintaian, penggerbekan, dan penangkapan guna menemukan
pengguna maupun pengedar Narkotika beserta bukti-buktinya.

2. Hambatan Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan tindak pidana narkotika

di kalangan remaja Kota Bengkulu yaitu sebagai berikut :

a. Faktor kuantitas aparat BNN
b. Faktor sarana atau fasilitas

c. Faktor kesadaran hukum masyarakat


https://core.ac.uk/display/35339187?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1

B. Saran

Perlu adanya peranaktif Badan Narkotika Nasional untuk mengajak peran
aktif unsure masyarakat, khususnya keluarga, sekolah dan pemerintah untuk
menanamkan bahaya penggunaan narkotika dikalangan anak-anak dan remaja.
Bagi usia remaja disarankan untuk tidak menggunakan narkotika dan sejenisnya
karena dapat berakibat fatal bagi kesehatan dan nyawa diri sendiri. Kepada
kalangan remaja juga disarankan untuk tidak melakukan pengedaran karena dapat
dijatuhkan sanksi pidana seumur hidup atau hukuman mati. Bagi seluruh lapisan
masyarakat disarankan untuk mendukung program BNN dalam pencegahan
tindak pidana narkotika dengan cara melakukan partisipasi aktif baik dalam

bentuk pencegahan dan penanggulangan.
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b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undeaingan yang bertaku.
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d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum
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di-
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1. Rujukan :

a. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

b. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional

Kabupaten/Kota;

¢. Surat Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Nomor : 2596/UN30.4/PP/2013 Tanggal 19 Desember 2013 tentang Izin dan Banruan

Penelitiaan;

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, pada prinsipnya kami tidak keberatan

memberikan izin pada mahasiswa tersebut diatas untuk melaksanakan Penelitian tentang

Peran BNN dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Remaja Kota

Bengkulu pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu.

3. Demikian, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

i fn Narkotika Nasional
Q¢Msi Bengkulu,
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